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FEMERIMTAH KOTA MEDAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jaian Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
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PERATURAN WAL1 KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang \ bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi. Pelavanan
Tera/Tera Ulang [Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 2) perlu metnbentuk Peraturan Wall Kota
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelavanan
Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1 . Pasal IS avat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang- Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembarari

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092) ;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Ivembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193) ;

3.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pcrlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Ankara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5.

II



I I

2

6, Undang-Undang Nomor 25 Tatum 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang
Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3257) , sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya
Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3329);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ulang
Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentuka.n Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah. Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan
Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67};

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan IS (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun ,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retxibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

IS. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengeloiaan Barang Milik Negara / Daerah {T^mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

20. Keput.usan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 61/ MPP/ Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan
Kemetrologian, sebagaimana telah diubab dengan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 251/ MPP/ Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 61/ MPP/ Kep/ 2/1998 tentang Penyelenggaraan
Kemetrologian ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-DAG/
PER/10/2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi Legal;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/
PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,
Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan
Ditera Ulang;

24, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/
PER /3/2010 tentang Nomor 48/M-DAG/PER/ 12/ 2010
tentang Pengeloiaan Sumber Daya Manusia
Kemetrologian;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pengeloiaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota. Medan Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4) ;

ir
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28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaxan
Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2 ) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WAL1 KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/ TERA ULANG.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, diserahkan kepada Dinas
Perindustiian dan Perdagangan Kota Medan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang, diatur dengan Peraturan Wall Kota.

Pasal 3

Peraturan Waii Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Jum. £016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

D2ULMI ELD1 N S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Zxatl 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN ,

SYAIFUI^SAHRI '

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 21^


